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Sebagai seorang Warga Negara Indonesia, maka setiap orang memiliki hak 
dan kewajiban yang telah diatur dalam undang-undang. Hak dan kewajiban ini 
harus dilaksanakan secara beriringan agar tercipta kestabilan sosial dan ekonomi. 
Salah satu kewajiban seorang warga negara adalah terkait pajak. Menurut 
Widayati dan Nurlis (Ramadiansyah, Sudjana, dkk: 2014). 
Menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang 
mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak salah satunya adalah kesadaran 
bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan 
negara.. Masyarakat mengetahui bahwa peraturan perpajakan sangatlah penting, 
hal tersebut akan mendorong kesadaran masyarakat terutama Wajib Pajak untuk 
memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan dan pemahaman peraturan 
perpajakan merupakan proses wajib pajak mengetahui dan mengaplikasikan 
pengetahuan tersebut untuk membayar pajak. Pajak mempunyai peranan yang 
sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan 
pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk 
membiayai semua pengeluaran. Untuk membiayai pengeluaran termasuk 





 juga sangat penting dalam mengatur pertumbuhan ekonomi melalui 
kebijaksanaan pajak ( Masruroh Siti & Zulaikha: 2013). 
Pajak di bagi menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak pusat 
merupakan pajak yang dikelola pemerintah pusat oleh Direktorat Jenderal Pajak 
Kementrian Keuangan, contoh pajak pusat adalah pajak penghasilan (pph) dan 
pajak pertambahan nilai (PPN). Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang 
dikelola pemerintah dearah yang dalam hal ini adalah pemerintah tingkat provinsi 
maupun kabupaten/kota yang diadministrasikan oleh Dinas/Badan pendapatan 
daerah setempat. 
Salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
adalah PBB. Seluruh Pemda di Indonesia memberlakukan PBB-P2 dengan 
ketentuankondisi masing-masing daerah. Begitu juga Kota Tegal yang termasuk 
pedesaan dalam tarif pajaknya. 
Pajak daerah juga sangat mempengaruhi keuangan negara dan 
pembangunan daerah, salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang 
dilimpahkan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah sejak tahun 2011. 
Pelimpahan kewenangan ini adalah kesempatan pemerintah daerah untuk 
meningkatkan pendapatan penerimaan negara atau daerah. Untuk mendapat yang 
maksimal diperlukan pemerintah daerah melakukan intensifikasi pemungutan 
Pajak Bumi dan Bangunan serta peran aktif masyarakat guna meningkatkan 





Pemerintah Daerah  KotaTegal dalam upaya melaksanakan meningkatkan 
PBB mengalami beberapa permasalahan, diantaranya adalah rendahnya kesadaran 
masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dengan adanya 
permasalahan tersebut, maka pemerintah daerah melalui Badan Keungan 
Daerah(BAKEUDA)Kota Tegal harus mengatasi masalah dengan menyelamatkan 
penerimaan pendapatan daerah, Badan Keuangan Daerah melaksanakan suatu cara 
untuk meningkatkannya yaitu mengadakan Gebyar Undian. Harapannya Badan 
Keuangan Daerah mampu menggali dan meningkatkan sistem pemungutan pajak 
daerah Kota Tegal dengan maksimal agar masyarakat bisa adil dan sejahtera. 
Berdasarkan penjelasan diatas maka Tugas Akhir ini mengambil judul 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM UPAYA 
MENINGKATKAN PENERIMAAN PBB DI BAKEUDA KOTA TEGAL. 
 
B. Ruang  Lingkup  Pembahasan 
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan 
masalah adalah:Bagaimana usaha Pemerintah Daerah dalam meningkatkan 
penerimaan PBB di Kota Tegal? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan 
1. Tujuan  Penulisan 
a. Tujuan umum 
Tujuan umum dari penulisan yang dilakukan adalah untuk 





gebyar undian yang dilakukan setiap tahun dalam upaya meningkatkan 
PBB di Kota Tegal 
b. Tujuan khusus 
Tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  penulisan  Laporan  Tugas  
Akhir  ini  adalah  : 
1) Untuk  mengetahui  pelaksaan  pemerintah  dalam  upaya  
meningkatkan  penerimaan  PBB  pada kantor  Bakeuda  
Kota  Tegal. 
2) Untuk  mengetahui  penyebab  hambatan-hamabatan  
pemerintah  dalam  pelaksanaan  upaya  meningkatkan  PBB 
3) Untuk  mengetahui  hasil  dari  upaya  yang  dilakukan  
Pemerintah  dalam  meningkatkan  peneriman  PBB di  
kantor  Bakeuda  Kota  Tegal. 
2. Kegunaan  Penulisan 
a. Bagi  Penulis 
Untuk  memahami  atau  memperluas  wawasan  dan  menambah  
pengetahuan  tentang  peningkatan penerimaan  Pajak  Bumi  dan 
Bangunan pada Bakeuda Kota Tegal. 
b. Bagi  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Pancasakti  Tegal 
Untuk  menambah  dan  memperkaya  bacaan  di  perpustakaan  
sehingga  dapat  digunakan  oleh  mahasiswa  untuk  menambah  
tentang  Upaya Peningkatan  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  





c. Bagi  Kantor  Bakeuda  Kota  Tegal. 
Sebagai  bahan  masukkan  untuk  memperkaya  literature  
tentang  Pajak  Bumi dan Bangunan  dan  dapat  dijadikan  sebagai  
motivasi  Bakeuda  Kota  Tegal  dalam  meningkatkan  penerimaan  
Pajak  Bumi  dan  Bangunan. 
 
D. MetodePengumpulan  Data 
Metode  yang  digunakan  dalam  menyusun  tugas  akhir  ini  adalah : 
1.  Interview  atau  Wawancara 
Pencarian  data  dilakukan  dengan  cara  tanya  jawab  secara  
langsung  dengan  meminta  penjelasan  dari  pihak-pihak  yang  
mengetahui  tentang  informasi  yang  diperlukan dari Kepala Unit 
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PBB Bpk. Anang Riandiarto. 
2. Observasi 
Pencarian  data  dengan  mengamati  langsung  kegiatan-
kegiatan  yang  dilakukan  Bakeuda  Kota  Tegal. Bagaimana susunan 
organisasi PBB dalam melaksanakan dalam kegiatannya di Kantor 
BAKEUDA (Badan Keuangan Daerah). 
3. Studi  Pustaka 
Pencarian  data  dilakukan  dengan  mengambil  data  dari  
buku-buku  bacaan,  Undang-Undang,  dan  lain-lain  yang  bisa  





Dokumen sejarah dari Bakeuda, Dokumen Peraturan daerah, Dokumen 






















BAB II  
GAMBARAN UMUM  
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA TEGAL 
 
A. Sejarah Badan Keuangan Daerah Kota Tegal  
Badan Keuangan Daerah Kota Tegal beralamatkan di Jalan Ki 
GedeSebayu No.3Kota Tegal merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah 
Daerah di bidang Pengelolaan/Pendapatan, Penatausahaan Keuangan dan 
Aset Daerah Kota Tegal dengan tugas pokok yaitu membantu Walikota 
dalam menyelenggarakan kewenangan bidang Pengelolaan/Pendapatan, 
Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah.  
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal yang 
dijabarkan dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 29 Tahun 2008 tentang 
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal. 
Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi 
melaksanakan urusan pemerintah di bidang Pengelolaan/Pendapatan, 
Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah serta tugas lain yang diberikan 
oleh Walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya. 
 Badan Keuangan Daerah adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah, 
Badan Keuangan Daerah di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 
berada di bawah dan tanggung jawab kepada Kepala Daerah.Badan 





daerah dan pendapatan  daerah lainnya, yang diserahai kekuasaan tugas 
dan tanggung jawab mengenai urusan Pemerintah Daerah bidang 
Pengelolaan/Pendapatan, Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah 
berdasarkan atas Asas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan.  
Adapun dasar berdirinya Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) telah 
ditetapkan dalam: 
A. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 
(Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2014). 
B. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal (Lembaga Negara Republik 
Indonesia tahun 2008. 
C. Peraturan Walikota Tegal Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Penjabaran 
Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal. 
Badan Keuangan Daerah ditetapkan pada tahun 2017 oleh Walikota. 
Namun sebelum Peraturan Walikota dibuat, segala mengenai urusan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah ini di kelola oleh Dinas Pendapatan Daerah   
( Dispenda) yang kemudian seiring bergantinya tahun nama dan tugas dan 
segala urusan Pemerintah Daerah bidang Pendapatan, Pengolaan 







B. Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah Kota Tegal 
1. Visi Badan Keuangan Daerah 
Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas, Badan 
Keuangan Daerah berusaha melakukan perubahan dan perbaikan. Perubahan 
dan perbaikan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten 
danberkelanjutan. Sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang 
berorientasi pada pencapaian hasil yang maksimal. 
Tahapan sebagaimana tersebut diatas, dimulai dengan perumusan visi 
yang jelas. Visi merupakan cara pandang jauh kedepan kemana instansi 
pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipasif, dan inovatif. Visi 
menggambarkan sesuatu yang menantang tentang keadaan masa depan yang di 
inginkan oleh instansi pemerintah. Visi tersebut harus mampu: 
a. Menarik komitmen dan menggerakan orang 
b. Menciptakan makna bagi kehidupan anggota berorganisasi 
c. Menciptakan standar unggulan 
d. Menjembatani keadaan sekarang dan keadaan masa depan 
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Badan Keuangan Daerah mempunyai 
visi: “Terwujudnya Dinas yang profesional berbasis pelayanan prima dalam 
pengelolaan pendapatan, penatausahaan, keuangan dan aset daerah“. 
2. Misi Badan Keuangan Daerah  
           Untuk mewujudkan Visi Badan Keuangan Daerah Kota Tegal 
sebagaimana diatasharuslah ditetapkan sesuatu misi yaitu sasaran yang ingin 




dipilih. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan suatu instansi 
pemerintah. Misi adalah tujuan utama kearah mana perencanaan dan progam 
suatu instansi pemerintah yang ingin dicapai. Misi Badan Keuangan Daerah 
Kota Tegal adalah: 
a. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia; 
b. Mengoptimalkan pendapatan daerah dan retribusi daerah yang di kelola; 
c. Mengembangkan sistem pengelolaan pendapatan, penatausahaan 
keuangan dan aset daerah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; 
d. Menyelenggarakan administrasi dan pelaporan keuangan daerah secara 
tertib, efisien dan akuntabel; 
e. Meningkatkan kualitas pelayanan prima di bidang pengelolaan, 














C. Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Tegal 
Gambar 1 
Bagan Organisasi Badan Keuangan Daerah
                                      Gambar 1 





































































































Badan Keuangan Daerah Kota Tegal dibentuk berdasarkan 
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Daerah Kota Tegal dan Peraturan Walikota Tegal Nomor 29 
Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah 






1. Kepala Dinas; 
2. Sekretaris, terdiri dari: 
a. Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 
b. Sub. Bagian Keuangan 
c. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian 
3. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional Pendapatan, terdiri 
dari: 
a. Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pungutan 
b. Seksi Penggalian dan Peningkatan Pendapatan 
4. Bidang Pendataan, Penetapan dan Penagihan, terdiri dari: 
a. Seksi Pendataan 
b. Seksi Penetapan 
c. Seksi Penagihan 
5. Bidang Anggaran, terdiri dari: 
a. Seksi Penyiapan Anggaran  
b. Seksi Belanja Daerah 
c. Seksi Pendapatan dan Pembiayaan Daerah 
6. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari: 
a. Seksi Pengelolaan Gaji 
b. Seksi Pengelolaan Non Gaji 
c. Seksi Kas Daerah 
7. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari: 




b. Seksi Analisis dan Evaluasi 
c. Seksi Pelaporan 
8. Bidang Aset, terdiri dari: 
a. Seksi Analisis Kebutuhan dan Pendayagunaan Aset 
b. Seksi Inventarisasi dan Penilaian Aset 
 
D. Tugas Pokok Badan Keuangan Daerah Kota Tegal 
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, 
Badan Keuangan Daerah Kota Tegal mempunyai fungsi: 
1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan/pendapataan, 
penatausahan keuangan dan aset daerah; 
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum 
bidang pengelolaan/pendapatan, penatausahaan keuangan dan aset 
daerah; 
3. Pembinaan dan fasilitas bidang pengelolaan/pendapatan, 
penatausahaan keuangan dan aset daerah; 
4. Pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan pengendalian 
operasional pendapatan, pendataan, penetapan dan penagihan, 
anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, aset daerah; 
5. Pemantaun, evaluasi, dan pelaporan bidang pendapatan dan 
pengelolaan keuangan dan aset daerah; 




7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai 
tugas dan fungsi. 
Uraian tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Tegal, 
sebagai berikut:  
1. Kepala Dinas 
Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan 
Keuangan Daerah Kota Tegal. Kepala Badan Keuangan Kota Tegal 
membawahkan: 
a. Kelompok Jabatan Fungsional 
b. Sekretariat; 
c. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional 
Pendapatan; 
d. Bidang Pendataan, Penetapan, dan Penagihan; 
e. Bidang Anggaran 
f. Bidang Perbendaharaan 
g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan 
h. Bidang Aset 
i. UPTD PBB 
 
2. Sekretariat 
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan 
teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara 




perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan 
kepegawaian. Sekretariat mempunyai fungsi: 
a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan; 
b. Pengkoordinasian dalam penyelenggaraan tugas secara terpadu, 
pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan; 
c.  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 
tugas pokok dan fungsinya. 
Sekretariat membawahkan: 
1)  Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan 
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan 
teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara 
terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang 
perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, meliputi: koordinasi 
perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan 
dinas. 
2) Sub. Bagian Keuangan 
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan 
teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara 
terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang 
keuangan, pelayanan administrasi dan pelaksanaan dibidang 
keuangan, meliputi: pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan 





3) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian 
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan 
teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara 
terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum 
dan kepegawaian, meliputi: pengelolaan administrasi umum dan 
kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tata laksana, 
ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan 
dinas. 
3. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional Pendapartan 
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan 
teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perencanaan dan 
pembinaan teknis pungutan, penggalian dan peningkatan 
pendapatan. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional 
Pendapatan mempunyai fungsi sebagai berikut: 
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan 
dan pelaksanaan dibidang perencanaan dan pembinaan teknis 
pungutan; 
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan 
pelaksanaan dibidang penggalian dan peningkatan pendapatan; 
c. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala 
Dinas sesuai tugas dan fungsinya 





1) Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pungutan 
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang 
perencanaan dan pembinaan teknis pungutan, meliputi: penetapan 
kebijakan dan pelaksanaan perencanaan dan pembinaan teknis, 
fasilitas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan teknis pungutan. 
2) Seksi Penggalian dan Peningkatan Pendapatan 
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang penggalian 
dan peningkatan pendapatan, meliputi: penetapan kebijakan dan 
pelaksanaan penggalian dan peningkatan pendapatan, fasilitas, 
monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggalian dan peningkatan 
pendapatan. 
4. Bidang Pendataan, Penetapan dan Penagihan 
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan 
teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pendataan, penetapan 
dan penagihan. Bidang Pendataan, Penetapan dan Penagihan 
mempunyai fungsi: 
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan 
dan pelaksanaan dibidang pendataan; 
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan 




c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan 
pelaksanaan dibidang penagihan; 
d. Pelaksaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
sesuai tugas dan fungsinya. 
Bidang Pendataan, Penetapan dan Penagihan membawahkan: 
1) Seksi Pendataan 
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksaan dibidang pendataan, 
meliputi: penetapan kebijakan dan pelaksanaan pendataan. 
2) Seksi Penetapan 
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang 
penetapan, meliputi: penetapan kebijakan dan pelaksanaan 
penetapan. 
3) Seksi Penagihan 
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksaan dibidang penagihan, 
meliputi: penetapan kebijakan dan pelaksanaan penagihan. 
4) Bidang Anggaran 
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan 
teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang penyiapan anggaran 
daerah, belanja daerah, pendapatan dan pembiayaan daerah. 




a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan 
dan pelaksanaan dibidang penyiapan anggaran daerah; 
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan 
dan pelaksanaan dibidang belanja daerah; 
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan 
dan pelaksanaan dibidang pendapatan dan pembiayaan daerah; 
d. Pelaksaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
sesuai tugas dan fungsinya. 
Bidang Anggaran membawahkan: 
1) Seksi Penyiapan Anggaran Daerah 
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang penyiapan 
anggaran, meliputi: perumusan, penyusunan dan pengelolaan 
kebijakan teknis penyiapan anggaran daerah. 
2) Seksi Belanja Daerah 
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang belanja 
daerah, meliputi: perumusan, penyusunan dan pengelolaan 
kebijakan teknis belanja daerah. 
3) Seksi Pendapatan dan Pembiayaan Daerah 
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 




dan pembiayaan daerah, meliputi: perumusan, penyusunan dan 
pengelolaan kebijakan teknis pendapatan dan pembiayaan daerah. 
5) Bidang Perbendaharaan 
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan 
teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pengelolaan gaji, 
pengelolaan non gaji dan kas daerah. Bidang Perbendaharaan 
mempunyai fungsi: 
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan 
dan pelaksanaan dibidang pengelolaan gaji; 
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan 
dan pelaksanaan dibidang pengelolaan non gaji; 
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan 
dan pelaksanaan dibidang kas daerah; 
d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala 
Dinas sesuai tugas dan fungsinya. 
Bidang Perbendaharaan membawahkan: 
1) Seksi Pengelolaan Gaji 
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang 
pengelolaan gaji, meliputi: perumusan, penyusunan dan 






2) Seksi Pengelolaan Non Gaji 
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang 
pengelolaan non gaji, meliputi: perumusan, penyusunan dan 
pengelolaan kebijakan teknis dibidang pengelolaan non gaji. 
3) Seksi Kas Daerah 
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang kas daerah, 
meliputi: perumusan, penyusunan dan pengelolaan kebijakan 
teknis dibidang kas daerah. 
3. Bidang Akuntansi dan Pelaporan 
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan 
teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang akuntansi, analisa, 
evaluasi dan pelaporan. Bidang akuntansi dan pelaporan 
mempunyai fungsi: 
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
dan pelaksanaan dibidang akuntansi; 
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan 
dan pelaksanaan dibidang analisa dan evaluasi; 
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan 
dan pelaksanaan dibidang pelaporan; 
d. Pelaksaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 




Bidang Akuntansi dan Pelaporan membawahkan: 
1) Seksi Akuntansi 
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang akuntansi, 
meliputi: perumusan, penyusunan dan pengelolaan kebijakan 
teknis dibidang akuntansi. 
2) Seksi Analisa dan Evaluasi 
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang analisa dan 
evaluasi, meliputi: perumusan, penyusunan dan pengelolaan 
kebijakan teknis dibidang analisa dan evaluasi. 
3) Seksi Pelaporan 
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksaan dibidang pelaporan, 
meliputi: perumusan, penyusunan dan pengelolaan kebijakan 
teknis dibidang pelaporan. 
4. Bidang Aset 
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan 
teknis, pembinaan dan pelaksaan dibidang invetarisasi, 
pemeliharaan, analisa kebutuhan dan pendayagunaan aset. Bidang 
aset mempunyai fungsi: 
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan 




b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan 
dan pelaksanaan dibidang analisa kebutuhan dan pendayagunaan 
aset; 
c. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala 
Dinas sesuai tugas dan fungsinya. 
Bidang Aset membawahkan: 
1) Seksi Inventarisasi dan Pemeliharaan Aset 
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang invetarisasi 
dan pemeliharaan aset, meliputi: perumusan, penyusunan dan 
pengelolaan kebijakan teknis dibidang invetarisasi dan 
pemeliharaan aset. 
2) Seksi Analisa Kebutuhan dan Pendayagunaan Aset 
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksaan dibidang analisa 
kebutuhan dan pendayagunaan aset, meliputi: perumusan, 
penyusunan dan pengelolaan kebijakan teknis dibidang analisa 
kebutuhan dan pendayagunaan aset. 
5. UPTD PBB 







a. Ikhtisar Jabatan: 
Menyusun progam kerja, melaksanakan kebijakan teknis Badan 
Keuangan Daerah dibidang pengelolaan pajak bumi dan bangunan 
perdesaan dan perkotaan, pembinaan dan peningkatan motivasi 
serta disiplin kerja. Uraian tugas:  
1) Menyusun rencana dan progam kerja pengelolaan pajak 
bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas. 
2) Melaksanakan kebijakan Teknis Badan Keuangan Daerah 
dibidang pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan 
perkotaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
3) Mengkoordinasikan tugas-tugas dengan kelompok jabatan 
fungsional dan instansi terkait untuk keterpaduan dan 
kelancaran pelaksanaan tugas. 
4) Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan 
tugas pokok dan fungsinya agar dapat terselesaikan tepat 
waktu, sasaran dan mutu. 
5) Melaksanakan pendataan, penilaian dan memberikan 






6) Melaksanakan pengolahan data dan informasi pajak bumi 
dan bangunan perdesaan dan perkotaan. 
7) Melaksanakan pelayanan pajak bumi dan bangunan 
perdesaan dan perkotaan. 
8) Melaksanakan pemungutan dan penagihan pajak bumi dan 
bangunan perdesaan dan perkotaan. 
9) Melaksanakan pemeriksaan, pengawasan dan penyelesaian 
permasalahan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan 
dan perkotaan. 
10) Memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas 
secara rutin sebagai bahan masukan dan saran kepada pimpinan 
guna pengambilan keputusan lebih lanjut. 
11) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan sebagai 
bentuk pertanggungjawaban untuk memudahkan pengendalian 
dan pengawasan. 
12) Membina bawahan untuk peningkatan motivasi dan disiplin 
kerja. 
13) Memberikan penilaian kepada bawahan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk 
peningkatan prestasi kerja. 
14) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya atas perintah 





E. Kepegawaian Badan Keuangan Daerah Kota Tegal 
Pada Badan Keuangan Daerah Kota Tegal terdapat 9 bidang atau 
bagian diantaranya: Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Pengelolaan 
BMD, Bidang Akuntansi, Bidang Perbendaharan, Bidang PPOP, Bidang 
PPP, UPTD PBB, Fungsional Tertentu.  
Jumlah pegawai Badan Keuangan Daerah Kota Tegal pada saat ini 
pertahun 2019 berjumlah 71 orang. Latar belakang pendidikan 
karyawan/karyawati Badan Keuangan daerah: 
1. S2  : 11 Orang   5.  SMA/K         : 18 Orang 
2. S1  : 34 Orang   6.  SMP             : 1 Orang 
3. D4  : 2 Orang   7.  SD                : 3 Orang 
















Penggolongan Pegawai Badan Keuangan Daerah Kota Tegal 
Golongan  Jumlah Pegawai 
IV c 1 Orang 
IV b 1 Orang 
IV a 2 Orang 
III d 19 Orang 
III c 8 Orang 
III b 17 Orang 
III a 5 Orang 
II d 6 Orang 
II c 9 Orang 
II a  3 Orang 














Jumlah Pegawai Badan Keuangan Daerah Kota Tegal 
Bagian Jumlah Pegawai 
Sekretariat 13 Orang 
Bidang Anggaran 6 Orang 
Bidang Pengelolaan BMD 7 Orang 
Bidang Akuntansi 5 Orang 
Bidang Perbendaharaan 12 Orang 
Bidang PPOP 6 Orang 
Bidang PPP 12 Orang 
UPTD PBB 6 Orang 
Fungsional Tertentu 4 Orang 










BAB III  
TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK 
 
A. Tinjauan Teori 
1. Definisi  pajak  
  Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 
tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 
berbunyi pajak adalah kontribusi wajib lepada negara yang terutang oleh 
orang pribadu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-
undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 
untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
  Sedangkan menurut (Prof. Dr, Mardiasmo, Mba., Ak;)pajak adalah 
iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 
dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang 
langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 
umum. 
Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur: 
a. Iuran dari rakyat untuk rakyat. Yang berhak memungut pajak hanyalah 






b. Berdasarkan Undang-Undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan 
kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanannya. 
c. Tanpa jasa imbalan atau kontraprestasi dari negara yang secara 
langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat 
ditunjukan adanya  kontraprestasi individual oleh pemerintah. 
d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-
pengeluaranyang bermanfaat bagi masyarakat yang luas. 
Iuran dari rakyat untuk rakyat. Yang berhak memungut pajak hanyalah 
negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). 
e. Berdasarkan Undang-Undang. Pajak dipungut berdasarkan atau 
dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanannya. 
f. Tanpa jasa imbalan atau kontraprestasi dari negara yang secara 
langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat 
ditunjukan adanya  kontraprestasi individual oleh pemerintah. 
g. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-
pengeluaranyang bermanfaat bagi masyarakat yang luas. 
Menurut (Prof. Dr. P. J. A Andriani dan Prof. Dr. Rochmat Soemitro ) 
dalam Resmi (2008) mengatakan bahwa dalam pajak terkandung fungsi 





1) Fungsi Penerimaan (Budgetair) 
Pajak digunakan sebagai alat untuk dapat membiayai 
pengeluaran Negara.Pajak-pajak ini digunakan untuk 
membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan didalam suatu 
Negara.Untuk mengoptimalkan fungsi budgetair pajak 
pemerintah biasanya melakukan ekstensifikasi dan 
intensifikasi pemungutan pajak. 
2)  Fungsi mengatur (Regilator) 
Pajak digunakan sebagai pengatur untuk melaksanakan 
kebijakan-kebijakan pemerintah dibidang sosial, ekonomi, dan 
lainnya dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar 
pemberian pajak impor yang tinggi bagi barang-barang 
tertentu bidang keuangan.Sebagai contoh pelaksanaan fungsi 
regulator oleh pemerintah adalah dengan untuk melindungi 
barang-barang yang juga diproduksi dalam negeri. 
2. Asas-asas Pemungutan Pajak 
Dalam memungut pajak, institusi pemungut pajak hendaknya 
memerhatikan berbagai faktor yang selanjutnya dikenal sebagai asas 





a. Asas Equality, pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus 
sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak 
boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. 
b. Asas Certainty, semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, 
sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. 
c. Asas Convinience of Payment, pajak harus dipungut pada saat yang 
tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib 
pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima 
hadiah. 
d. Asas Efficiency, biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat 
mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar 
dari hasil pemungutan pajak. 
3. Sistem Pemungutan Pajak 
Untuk pemungutan pajak di Indonesia terbagi menjadi tiga  sistem 
yang biasa digunakan oleh negara kepada wajib pajak. Berikut adalah tiga 
sistem pemungutan pajak di Indonesia beserta dengan penjelasan yang lebih 
rinci : 
a. Self Assessment System 
Self Assessment System adalah sistem penentuan pajak yang 
membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh 




Bisa dikatakan, wajib pajak adalah pihak yang berperan aktif dalam 
menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah 
dibuat oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak 
ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. Self assessment system 
biasanya diterapkan pada jenis pajak pusat. Misalnya adalah jjenis pajak 
PPN dan PPh. Sistem pemungutan pajak yang satu ini mulai diberlakukan 
di Indonesia  setelah masa reformasi pajak pada 1983 dan masih berlaku 
hingga saat ini. Sistem pemungutan pajak ini memiliki kekuarangan, yaitu 
karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak 
terutang yang perlu dibayarkan, maka wajib pajak biasanya akan berusaha 
untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin dengan membuat laporan palsu 
atas pelaporan kekayaan 
b. Official Assessment System 
Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang 
membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada 
fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak kepada seorang 
wajib pajak. 
Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif dan nilai pajak terutang akan 
diketahui setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh aparat 
perpajakan. Sistem pengmabilan pajak ini biasanya diterapkan dalam 




Dalam pembayaran PBB, kantor pajak merupakan pihak yang 
mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap 
tahunnya. Wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang 
melainkan cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak 
Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar. 
c. Withholding System 
Pada siistem pemungutan pajak withholding system, besarnya pajak 
biasanya dihitung oleh pihak ketiga. Bukan mereka wajib pajak dan bukan 
juga aparat pajak/fiskus. Contoh Witholding System adalah pemotongan 
penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi atau 
perusahaan terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke kantor pajak 
untuk membayarkan pajak tersebut. 
Jenis pajak yang biasanya menggunakan withholding system di Indonesia 
adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat 
(2) dan PPN. Bukti potong atau bukti pungut biasanya digunakan sebagai 








4. Jenis-Jenis Pajak 
a. Pengelompokan Pajak Menurut Golongannya 
1) Pajak Langsung yaitu pajak yang dimaksudkan untuk dipikul 
sendiri oleh yang membayarnya. Jadi pajak jenis ini tidak bisa 
dilimpahkan atau digeser kepada pihak lain. 
 Misalnya Pajak Penghasilan ( PPh ),PPh tidak bisa dilimpahkan 
atau digeser kepada orang / pihak lain untuk menanggungnya. 
2) Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang dimaksudkan dapat 
dilimpahkan atau dibebankan oleh yang membayar kepada pihak 
lain. 
Misalnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah, pajak jenis ini bisa dilimpahkan atau digeserkan 
oleh penjual kepada pembeli.  
b. Pengelompokan Pajak Menurut Sifatnya 
1)  Pajak Subyektif ( Pajak yang Bersifat Perorangan ) yaitu pajak 
yang dalam pengenaannya memperhatikan keadaan atau kondisi 
pribadi wajib pajak ( status kawin atau tidak kawin, mempunyai 
tanggungan keluarga atau tidak ). 
Misalnya Pajak Penghasilan, keadaan / kondisi wajib pajak akan 





2)  Pajak Obyektif ( Pajak yang Bersifat Kebendaan ) yaitu pajak yang 
dalam pengenaannya hanya memperhatikan sifat obyek pajaknya 
saja, tanpa memperhatikan keadaan atau kondisi diri wajib pajak. 
Misalnya Bea Meterai, yang dipungut apabila obyek pajak telah 
ada dan memenuhi syarat sebagai suatu dokumen yang dikenakan 
pajak tanpa melihat kondisi dari wajib pajak.  Begitupun dalam 
Pajak Pertambahan Nilai yang pengenaannya juga tidak dilihat dari 
kondisi pribadi wajib pajak tetapi tergantung pada obyek tersebut 
apakah sudah memenuhi syarat untuk dikenakan PPN 
c. Pengelompokan Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya 
1) Pajak Pusat ( Pajak Negara ) yaitu pajak yang wewenang 
pemungutannya ada ditangan pemerintah pusat dan digunakan 
untuk membiayai rumah tangga negara. 
Misalnya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan. 
2) Pajak Daerah yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada pada 
pemerintah daerah dan digunakan untuk kepentingan pembiayaan 
rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Pajak daerah terbagi 
menjadi dua yaitu pajak daerah provinsi dan pajak daerah 
kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 Pasal 2 ayat 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
Pajak Daerah terdiri dari : Pajak Propinsi yaitu pajak yang dipungut 




Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak 
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak 
Rokok. Pajak Kabupaten / Kota yaitu pajak yang dipungut oleh 
Pemerintah Daerah Tingkat II ( Kabupaten / Kota ), misalnya Pajak 
Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak 
Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral 
bukan Logamdan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Atas Tanah 
dan Bangunan. 
5. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan 
Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh yang ada dibawahnya. 
Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman ( termasuk rawa-
rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. 
Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap 
pada tanah dan/atau perairan. 
Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah : 
1. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan. 
2. Jalan tol. 
3. Kolam renang. 
4. Pagar mewah. 




6. Galangan kapal, dermaga. 
7. Taman mewah. 
8. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak. 
9. Fasilitas lain yang memberikan manfaat. 
a. Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan 
1) Objek Pajak  
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi 
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh 
orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk 
kegiatan usaha perkebunan,perhutanan dan pertambangan. 
Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan danPerkotaan adalah objek pajak yang: 
a) digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk 
penyelenggaraan pemerintahan; 
b) digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan 
tidak untuk mencari keuntungan, antara lain di bidang ibadah, 
sosial, kesehatan, pendidikandan kebudayaan nasional; 
c)  digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis 
dengan itu; 
d)  merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman 
nasional, tanah negara yang belum dibebani suatu hak; 
e)   digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan 




f) digunakan oleh badan, atau perwakilan lembaga internasional yang 
ditetapkandengan Peraturan Menteri Keuangan 
 
2) Subjek Pajak 
Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah 
orang pribadiatau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas 
Bumi dan/ataumemperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, 
menguasai, dan/ataumemperoleh manfaat atas Bangunan. 
 
 
b. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan 
1) Dasar Pengenaan 
Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan adalah NJOP. 
 
2) Tarif 
Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
ditetapkan sebagai berikut: 
a. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu 
milyar rupiah) sebesar 0.1% (nol koma satu persen); 
b. Untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) 





B. Tinjauan Praktik 
1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya 
Meningkatkan Penerimaan  PBB di  Bakeuda Kota Tegal 
Berdasarkan hasil penelitian sistem pelaksanaan pemungutan Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Tegal merupakan 
sistem pelaksanan pemungutan pajaknya mengutamakan Official 
Assesment System. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif dan nilai 
pajak terutang akan diketahui setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak 
oleh aparat perpajakan. Sistem pengambilan pajak ini biasanya diterapkan 
dalam pelunasan pajak daerah seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB). 
Dimana wajib pajak akan menerima lembaran yaitu Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang (SPPT) PBB. Isi dari SPPT PBB diantaranya yaitu Nilai 
Jual Obyek Pajak (NJOP), nama dan alamat wajib pajak, obyek pajak, 
luas, kelas, tanggal jatuh tempo, dll 
Wajib pajak yang sudah menerima SPPT PBB akan mengetahui 
jatuh tempo pembayaran dan sesuai ketentuan pemerintah pembayaran 
paling lambat akhir mei dan juni, pembayaran akhir mei tidak akan 
dikenakan denda, apabila pembayaran lebih dari akhir mei sampai akhir 
juni akan dikenakan denda yang sudah ditetapkan sebesar 2% perbulan 




Pajak menurut pemerintah  merupakan ujung tombak 
pembangunan, sehingga pemerintah Kota Tegal dalam meningkatkan 
motivasi kepada warga sebagai wajib pajak agar semakin taat pajak, 
Warga Kota Tegal merupakan warga yang sangat beruntung karena 
Pemerintah Kota Tegal meningkatkan penerimaan pajak dengan 
mengadakan Gebyar Undian setiap tahunnya dan diadakan setiap akhir 
tahun. Gebyar undian sudah dilaksanakan sejak tahun 2013 sampai 
sekarang. Dengan adanya Gebyar Undian masyarakat lebih taat dalam 
membayar pajak sebelum akhir mei. 
Dari hasil wawancara dengan Bapak Anang Kepala bidang PBB 
mengatakan : 
“Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) R Supriyanta melalui 
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PBB saya selaku Kepala 
Bidang PBB untuk mendorong wajib pajak, Pemerintah Kota Tegal 
melalui Bakeuda mengadakan Program Undian berhadian yang disebut 
Gebyar Undian, Dimana seluruh wajib pajak Kota Tegal secara otomatis 
ikut serta dalam Gebyar Undian tersebut, tetapi dengan syarat pembayaran 
awal bulan dan maksimal akhir mei secara otomatis nama wajib pajak 
akan tercantum dalam peserta undian”. 
Gebyar Undian akan berbagi hadiah kepada wajib pajak, seperti 
yang dikatakan Bapak Anang “tidak seluruh anggaran hadiah dari 




membayar pajak memalui Bank Jateng, dimana bank jateng secara 
otomatis mendapatkan keuntungan” 
Tabel 3.1 
Daftar Hadiah Gebyar Undian 
Hadiah Jumlah Hadiah 
Sepeda Motor 4 Unit 
Kulkas 4 Unit 
Televisi 4 Unit 
Dispenser 4 Unit 
Kipas Angin 4 Unit 
Kompor gas 4 Unit 
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Tegal 
 
Pada tabel diatas kita dapat mengetahui nama dan jumlah hadiah untuk 
gebyar undian dari Pemerintah Daerah Kota Tegal. 
 
Tabel 3.2 
Daftar Doorprise Gebyar Undian : 
Doorprize Jumlah Doorprize 
Televisi 2 Unit 
Mejikom 2 Unit 
Kipas Angin 2 Unit 
Kompor Gas 2 Unit 





Pada tabel diatas bahwa kita tahu nama dan jumlah hadiah dan 
doorprize gebyar undian setiap tahun yang pemerintah daerah 
(BAKEUDA) adakan. 
Hadiah dan Doorprize sangat berbeda, hadiah sudah ditentukan dari 
pemerintah daerah (BAKEUDA) dan berlaku untuk peserta gebyar undian 
yaitu wajib pajak sudah membayar tepat waktu atau sampai batas waktu 
akhir mei, sedangkan doorprise merupakan sumbangan-sumbangan dari 
badan atau perseorangan dan berlaku untuk tamu undangan misalnya 
RT/RW. Dalam pelaksanaan gebyar undian, tidak semua wajib pajak 
diundang untuk menyaksikan tetapi pemerintah mengundang sebagian dari 
per RT dan dari RT membawa warganya maksimal 2 orang, Pemerintah 
mengundang RT karena yang lebih mengenal warganya lebih detail 
sehingga diwaktu acara pengundian pemerintah akan lebih mudah untuk 
mendapatkan informasi pemenang dari RT.  
Teknis dalam pembagian hadiah gebyar undian pemerintah 
membagi hadiah per unit kepada setiap kecamatan, misalnnya hadiah 
sepeda motor berjumlah 4 unit, sedangkan di Kota Tegal terdapat 4 
kecamatan sehingga per kecamatan mendapatkan 1 unit hadiah.  
Prosedur dalam pengundian hadiah dengan secara acak memalui 
komputer yang sudah diprogram setiap per kecamatan, pemenang secara 
acak tidak memandang dari jumlah NJOP PBB banyak atau sedikitnya 




pun, terkecuali apabila obyek pajak seperti rumah dinas tidak termasuk 
untuk mendapatkan hadiah. Dari data tahun sebelumnya pemenang yang 
mendapatkan hadiah, ada yang NJOP berjumlah Rp. 13.000 (tiga belas 
ribu rupiah) mendapatakan hadiah utama sepeda motor. Persyaratan dalam 
pengambilan hadiah sangat mudah, wajib pajak cukup membawa KTP dan 
bukti pembayaran pajak bumi bangunan tanpa ada tunggakan. 
Dengan adanya Gebyar Undian penerimaan pajak bumi dan bangunan 
Kota Tegal dari tahun ke tahun semakin meningkat sangat tinggi dan 
diluar target yang sudah ditentukan. Sehingga bisa dikatakan hasil dari 
adanya gebyar undian ini sangat efektif dalam meningkatkan Pajak Bumi 
dan Bangunan. 
Tabel 3.3 
Target dan Realisasi PBB Tahun 2017-2019 : 
Tahun Target Realisasi Efektifitas 
2013 10.029.962.000 10.043.149.835 1.0013% 
2014 10.074.788.000 10.392.848.795 1.0315% 
2015 10.228.792.000 10.764.983.087 1.0524% 
2016 10.775.771.000 11.515.516.707 1.0686% 
2017 12.600.000.000 13.165.627.548 1.0448% 
2018 12.900.000.000 13.295.639.391 1.0306% 
2019 13.750.000.000 15.296.744.367 1.1124% 





Perhitungan tingkat efektifitas Gebyar Undian dapat diketahui 
dengan cara sebagai berikut: 
 
Dari tabel diatas dapat dihasilkan bahwa program Gebyar Undian 
dalam rangka peningkatan penerimaan PBB di Kota Tegal sudah efektif 
dan efektifitas tersebut cenderung mengalami kenaikan. Realisasi 
penerimaan PBB selalu melmpaui 100% dari yang ditargetkan dan 
efektifitas tertinggi dicapai pada tahun 2019 dengan angka 111,24% 
dengan rata-rata efektifitifitas sejak dilaksanakannya program adalah 
sebesar 104,88%.                 
Gambar 3.1 
Grafik Efektifitas Gebyar Undian
 






Berdasarkan tabel dan gambar diatas kita dapat mengetahui bahwa 
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Tegal mengalami 
peningkatan target dan realisasi setiap tahunnya dengan adanya Gebyar 
Undian. Tingkat efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 
berdasarkan gambar dari mulai diadakannya program gebyar undian pada 
tahun 2013 sampai 2016 mengalami peningkatan dan ari tahun 2017 













Berdasarkan uraian diatas, makan penulis dapat memberikan beberapa 
kesimpulan yang berkaitan dengan Gebyar Undian Pajak Bumi dan Bangunan 
di Badan Keuangan Daerah Kota Tegal disimpulkan sebagai berikut:  
1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Tegal telah 
dilaksanakan dengan menggunakan sistem pemungutan pajak melalui 
Official Assesment System Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif 
dan nilai pajak terutang akan diketahui setelah dikeluarkannya surat 
ketetapan pajak oleh aparat perpajakan dari Kantor Badan Keuangan 
Daerah Kota Tegal. 
2. Upaya dalam peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 
Pemerintah Daerah Kota Tegal telah mengadakan suatu acara yaitu 
Gebyar Undian yang dilaksanakan dari tahun 2013 sampai saat ini. 
3. Gebyar Undian yang dilakasanakan setiap tahun dan diadakan setiap 
akhir bulan sudah berjalan 7 tahun ke belakang, hasil yang sangat 
maksimal dan perubahan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di 





4.  Tingkat  kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Tegal bisa 
dikatakan sedang, karena wajib pajak yang membayar Pajak Bumi dan 
Bangunan lebih banyak dibandingkan wajib pajak yang telat atau 
tidak membayar pajak pertahun, bisa dikatakan tidak membayar pajak 
karena terdapat kasus seperti SPPT yang terbit meskipun sudah 
melakukan pengajuan mutasi, dan kasus obyek pajak yang sudah 
diwakafkan tetapi belum melaporkan sehingga masih pemilik lama 














Berdasarkan hasil  laporan yang dilakukan maka penulis akan 
menyampaikan beberapa saran-saran yang mugkin berguna bagi pihak instasi 
serta pihak-pihak yang terkait. 
1. Dalam menjalankan tugasnya diharapkan para pegawai Badan 
Keuangan Daerah khusunya Unit Pelayanan Teknis Pajak Bumi dan 
Bangunan di Kota Tegal dapat memberikan pelayanan dan informasi 
yang terbaikbagi wajib pajak yang berhubungan dengan pembayaran 
dan sanksi administrasibagi wajib pajak yang telat dalam melakukan 
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. 
2. Dalam pelaksanaan program Gebyar Undian diharapkan semua 
pegawai Badan Keuangan Daerah Kota Tegal yang termasuk panitia 
dalam rangka acara Gebyar Undian menjalankan dengan semangat 
yang tinggi dan kerja sama yang baik satu sama lain hendaknya acara  
sesuai rencana dan berjalan dengan lancar. 
3. Dalam menjalankan kewajiban diharapkan wajib pajak mempunyai 
kesadaran dalam membayar pajak tepat waktu, karena itu akan 
bermanfaat bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan daerah, 
dan bermanfaat bagi masyarakat kota tegal karena akan mendapatkan 






4. Target Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah ditentukan dari 
Pemerintah Daerah kota tegal selalu meningkan sejak adanya acara 
Gebyar Undian, diharapkan untuk Pemerintah Kota Tegal melakukan 
tepat waktu dalam terbitnya SPPT kepada Wajib pajak yang melalui 
Kantor camat atau Kantor kelurahan sehingga wajib pajak memiliki 
waktu yang cukup untuk melunasi utang PBB dan membuat target 
Pajak Bumi dan Bangunan yang lebih tinggi karena dengan melihat 
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